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Judul : Perwujudan Nilai – Nilai Transparansi, Akuntabilitas, Dan Konsep
Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor
Publik (Studi Kasus Pada Bappeda Kabupaten Gowa)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  penerapan nilai- nilai transparansi,
akuntabilitas dan value for money dalam pengelolaan keuangan akuntansi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gowa. Selain itu,
penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep value for money
terhadap kinerja dari program kerja yang telah dilaksanakan.
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Lembaga
Pemerintahan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Metode
pengambilan data yaitu penelitian lapangan (Field Research), wawancara  langsung
dengan informan, studi pustaka dan internet searching. Wawancara dilakukan dengan
pihak internal.
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa perwujudan nilai transparansi sudah di
terapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas
pertanggujawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam
proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis
akrual, konsep value for money cukup ekonomis, efisien, dan efektif di Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa  sesuai dengan
aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah..





Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga –
lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga
publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel,
transparan, dan bertanggung jawab. Akuntabilitas dan transparansi salah satu elemen
penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance),
adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan
perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan hidup
masyarakat banyak menurut Pertiwi (2015:2).
Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan masyarakat dalam pelayanan
publik baik yang secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan
terhadap prosedur yang berbelit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian,
besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi,
sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsive. Citra buruk yang masih
melekat pada sebagian besar pelayanan publik di Indonesia salah satunya disebabkan
masih kurangnya profesionalisme petugas pada organisasi pelayanan.
Kenyataan, ini menyadarkan kita semua perlunya perhatian khusus pada
peran tugas langsung dalam pelayan publik sehingga masyarakat mendapatkan
pelayanan secara baik dengan adanya keseimbangan antara kekuasaan yang dimiliki
2dengan tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani Bastian
(2006:24).
Suryo (2008:113) berpendapat bahwa good governance yang memiliki
keterkaitan erat dengan aspek akuntansi adalah transparansi dan akuntabilitas. Pada
aspek transparansi, secara logis apabila informasi – informasi yang menjadi hak
publik disampaikan oleh pemerintah secara transparan dan aspek akuntabilitas secara
logis apabila akuntabilitas pejabat publik terhadap masyarakat, maka kedua aspek
tersebut akan memunculkan suatu kepercayaan yang tinggi dari mayarakat terhadap
pemerintah sehingga publik akan menilai baik terhadap kinerja pemerintahan.
Dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik, keadilan pada pelayanan publik
dapat dicapai.
Keadilan bisa diwujudkan apabila ada aturan yang disampaikan secara
transparan dan hasil pelaksanaan yang disampaikan kepada masyarakat secara jelas
sehingga masyarakat dapat membandingkan kualitas pelayanan yang terimanya
terhadap orang lain. Keterwujudan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan
pemerintah pada akhirnya akan memberikan input pemahaman kepada masyarakat
sehingga masyarakat akan berpendapat bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan
dengan baik.
Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber
kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi sehingga adanya tuntutan baru agar
organisasi sektor publik memperhatikan value for money dalam menjalankan
aktivitasnya. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor
3publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu; ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas Mardiasmo (2002:4). Penerapan akuntansi yang baik oleh instansi
pemerintah dan pengawasan yang optimal terhadap kualitas laporan keuangan
instansi pemerintah diharapkan akan dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah sehingga kinerja penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dapat
optimal.
Harun (2009:13) menegaskan bahwa, pemerintah di negara mana pun di
seluruh dunia mengumpulkan, mengatur dan membelanjakan dana masyarakat ribuan
miliar dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jika pemerintahan tidak
secara efisien dan efektif dapat di pungkiri sebagai suatu kebocoran besar – besaran
dalam suatu ekonomi. Pemerintah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengola aset
dan kewajiban untuk kesejahteraan warga negara di masa yang akan datang. Dengan
demikian masyarakat berhak terhadap akses informasi yang menjadi dasar tanggung
jawab pemerintah atas penggunaan sumber – sumber ekonomi publik, pembiayaan
operasional, kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajibannya sekarang, serta
kemampuan menghadapi krisis yang mungkin terjadi.
Salah satu upaya yang harus dilakukan adanya konsep value for money dalam
menjalankan aktivitas pada pelayanan publik, Pemerintah daerah harus selalu
memperhatikan setiap sen/ rupiah (uang) yang diperoleh dan dipergunakan. Ekonomi
berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas
tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakt
tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektifitas berarti
4penggunaan anggaran tersebut yang harus mencapai target – target yang bertujuan
untuk kepentingan publik menurut Anggadini (2012:7).
Dalam pandangan Islam, transparansi merupakan shiddiq (jujur).
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-An’am ayat 152, yang berbunyi:
                      
                       
              
Terjemahan:
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan
dengan adil.Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar
kesanggupannya.dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil,
kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu
diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. (QS. Al-An’am: 152).
Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan
perkembangan organisasi untuk kesejahteraan masyarakat konsep value for money
sangat mutlak unuk dilakukan karena memperbaiki kinerja sektor publik secara
ekonomi, efisien, efektif dalam mencapai suatu tujuan organisasi menurut Mardiasmo
(2005:7). Prinsip transparansi memiliki kedudukan yang penting dalam implementasi
konsep good governance. Melalui informasi yang transparansi dan mudah di akses,
akan memudahkan publik untuk  memahami dan berpartisifasi secara nyata dalam
proses – proses yang berkepentingan dengan publik.
5Aini dkk (2016:13) menyatakan bahwa pada hakekatnya pemerintahan adalah
pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan
publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur
negara sebagai abdi masyarakat bertujuan mensejahteraakan rakyat. Secara teoretis
sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa
memandang tingkatannya, yaitu; fungsi pelayanan masyarakat, fungsi pembangunan,
dan fungsi perlindungan.
CUI – ITB (2004:35) menyatakan transparansi informasi akan membuka
ruang transaksi sosial antara stakeholder dengan pemerintahan serta akuntabilitas
juga sangat di perlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan katalain
bahwa kedua prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak dapat berjalan sendiri –
sendiri karena terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi.
Sedangkan pendapat Abdullah (2010:5) bahwa akuntabilitas akan dapat
meningkatkan good governance, karena adanya pertanggungjawaban dari pihak yang
diberi mandat kepada pemberi mandat. Melalui akuntabilitas tercipta pengawasan
kekuasaan dari lembaga pemerintahan.
Wiranto (2012:1) mengatakan bahwa good governance dapat dipahami
sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan administratif dalam proses
manajemen berbagai urusan publik pada berbagai level dalam suatu negara. good
governance memiliki beberapa indikator seperti efektif, partisipatif, transparan,
akuntabel, produktif, dan sejajar serta mampu mempromosikan penegakan hukum.
6Dari semua indikator tersebut, hal yang paling penting dalam good governance
adalah bagaimana penggunaan kekuasaan dan otoritas dalam menyelesaikan berbagai
persoalan publik.
Auditya (2013:24) berpendapat bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah
memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan
mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman
mengenai konsep kinerja organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau
pengguna jasa organisasi publik. Khusus organisasi publik berkaitan erat dengan
produktifitas, kualitas, layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta
persamaa pelayanan. Penerapan berbagai aturan perundang – undangan yang ada
terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik
dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam
pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja
pemerintah daerah.
Kurniawan (2003:2) mengemukakan bahwa, transparansi terwujud apabila
pemerintah bersedia untuk menginformasikan kepada masyarakat/DPRD bagaiamana
dana publik digunakan atau dikelola dalam kegiatan dan program pemerintah.
Penelitian yang dilakukan oleh Hadyrianto (2012:7) yang berjudul Pengaruh
Akuntabilitas, dan Transparansi pada Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina
Nusantara, menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap
pengelolaan anggaran.
7Sejalan dengan penelitian Anugriani (2014:2) yang berjudul Pengaruh
Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep
value for money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone, menyatakan bahwa
transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep
value for money. Filar utama good governance adalah akuntabilitas dan transparansi.
Selain itu terdapat value for money yang merupakan konsep pengelolaan organisasi
sektor publik.
Namun beberapa penelitian melakukan pendekatan kuantitatif sehingga
penelitian ini berupaya melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif
menggabungkan antara transparansi, akuntabilitas dan konsep value for money dalam
pengelolaan keuangan sektor publik. Sehingga motivasi saya melakukan penelitian
ini, terwujudnya transparansi masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan
akuntabilitas organisasi publik dapat di pertanggungjawabkan kepada pemerintah dan
masyarakat serta adanya pengelolaan keuangan yang baik dengan menggunakan
konsep value for money. Berdasarkan keadaan tersebut permasalahan ini menjadi
menarik, maka penulis bermaksud untuk meneliti dan memahami dalam
permasalahan ini dan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul
“PERWUJUDAN NILAI – NILAI TRANSPARANSI , AKUNTABILITAS,
DAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM PENGELOLAAN AKUNTANSI
KEUANGAN SEKTOR PUBLIK PADA BAPPEDA KABUPATEN GOWA”.
8B. Deskriptif Focus
Lembaga organisasi Publik seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda) adalah Dinas yang membantu pemerintah dalam meningkatkan
pembangunan Daerah secara efektif dan efisien dan manfaatnya dapat dirasakan
oleh publik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa
menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan
kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan yang ada dengan sumber daya yang menunjukkan ketaatan pada
peraturan perundang- undangan.
Sehingga ini kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian
pada Bappeda Kabupaten Gowa untuk melihat dan menganalisa keterbukaan
informasi (Transparansi) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat serta
pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Value for
money) mengunakan dana publik sebaik- baiknya. Implikasi Theory Agency
kemudian akan dituangkan dalam permasalahan tersebut. Untuk melihat
Akuntabilitas Bappeda terhadap masyarakat. Karena Theory Agency ini
menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai
principal yang memberi wewenang kepada agen untuk mengelola dana dan
memberikan wewenang pelayanan publik yang layak bagi masyarakat.
Akuntabilitas sebagai agen dengan kebijakan yang dikeluarkan dapat
9menguntungkan pihak pemerintah dan otoritas terkait. Masyarakat sebagai
prinsipal bisa melakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan dengan
transparansi melalui pengungkapan laporan keuangan dan kinerja yang
dipublikasikan di website.
C. Rumusan Masalah
Tuntutan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (public
accountability) pada era reformasi membawa dampak terhadap dalam proses
pengembangan manajemen pemerintahan di Indonesia. Transparansi dan
akuntabilitas publik merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan sebagai bagian dari
prinsip – prinsip tata kelola yang baik.Implikasinya, kini keduanya menjadi kajian
yang marak, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung
jawaban keuangan daerah yang partisipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Isu
seputar transparansi dan akuntabilitas tidak terlepas dari maraknya penyalagunaan
wewenang dan penyelewengan dana oleh oknum pegawai maupun pejabat
pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengelola keuangannya dengan
prinsip pengukuran kinerja (value for money) menurut Nugrahani (2007:5).
Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik?
2. Bagaimana penerapan konsep Value For Money dalam pengelolaan akuntansi
keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah?
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3. Bagaimana keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan konsep Value For Money
dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik?
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui pemerintah daerah dalam mewujudkan nilai – nilai
transparansi dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik .
2. Untuk mengetahui konsep Value For Money dalam pengelolaan akuntansi
keuangan sektor publik dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan konsep Value
For Money dalam pengelolaan  akuntansi keuangan sektor publik.
E. Penelitian Tedahulu
Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak
dilakukan. Asrida (2012:13) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi
tidak berpengaruh pada kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten Bireuen, dan
akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kinerja penyusunan RAPBD Kabupaten
Bireuen. Ardhiarisca (2012:6) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian
bahwa secara parsial akuntabilitas dan independensi berpengaruh positif pada
kinerja. Hubungan antara pertanggungjawaban dengan kinerja berpengaruh negatif
signifikan sedangkan variabel transparansi dan kewajaran tidak berpengaruh
terhadap kinerja.
Lain hal dengan penelitian Auditya dkk (2013:2) di dapatkan hasil analisis
bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja
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pemerintah daerah sedangkan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh
positif pada kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Penelitian terdahulu terkait
dengan value for money terhadap pelayanan publik ditunjukkan dalam penelitian
Anggadini (2012:05) dengan judul “Pengaruh value for money Terhadap Kualitas
Pelayanan Publik” yang menyatakan bahwa konsep value for money yaitu ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam
arti pelayanan yang memberikan tepat sasaran, meningkatkan mutu pelayanan
publik, dan meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan
akuntabilitas publik.
Rezky Mulya Anugriani (2014:22) tentang pengaruh akuntabilitas,
transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value of money
pada instansi pemerintah di Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan
akuntabilitas berpengaruh positif dan  signifikan terhadap kinerja anggaran
berkonsep value for money, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja anggaran berkonsep value for money, pengawasan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money.
Muhammad firdiansyah (2015:8) tentang akuntabilitas, transparansi, dan
anggaran berbasis kinerja pada Satuan Perangkat Daerah Kota Denpasar. Hasil
penelitian menunjukkan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara
simultan pada anggaran berbasis  kinerja. Secara parsial transparansi berpengaruh
positif pada anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa
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responden memiliki persepsi yang lebih condong pada transparansi dari pada
akuntabilitas.
F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat, baik itu dari aspek teori
maupun aspek praktis, serta bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat
peenlitian yang dilakukan yaitu:
1. Manfaat teoretis dalam penelitian ini yaitu memberikan manfaat akademis dalam
bentuk sumbang saran dalam perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya.
Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini yaitu : diharapkan dapat menjadi bahan
masukan kepada pemerintah daerah khususnya pada Badan perencanaan
pembangunan daerah (BAPPEDA) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik dengan adanya nilai – nilai transparansi atau keterbukaan informasi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan adanya pengukuran kinerja dengan
konsep value for money serta memberikan manfaat bagi para pemakai laporan





Jensen dan Meckling (1976:1) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan
kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti
keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara
rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan
kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan
monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Laporan keuangan
adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi agency cost sebagai
jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap
agen.
Jensen dan Meckling (1976:2) menjelaskan hubungan keagenan
sebagai“agency relationship as a contract under which one or more person
(the principals) engage another person (the agent) to perform some service
on their behalf which involves delegating some decision making authority to
the agent”.
Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang
(prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama
prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik
bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk
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memaksimumkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara
yang sesuai dengan kepentingan principal
Teori keagenan (agency theory) merupakan landasan teori dalam penelitian
ini, karena dapat menjelaskan implementasi dokumen pelaksanaan terhadap
akuntabilitas publik dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi memiliki
karakter yang berbeda namun penerapan akuntabilitas memiliki kaitan dengan
transparansi. Teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual
antara prinsipal dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau
organisasi. Pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan
mandat kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama
prinsipal. Inti dari teori ini adalah kontrak kerja yang didesain dengan tepat untuk
menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen .
Dalam theory agency problem juga ada dalam konteks organisasi
pemerintahan. Rakyat sebagai principles memberikan mandat kepada pemerintah
sebagai agen, untuk menjalakan tugas pemerintahan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, konteks lain, theory agency dapat digunakan untuk
menghubungkan tanggungjawaban sektor publik dimana masyarakat berperan sebagi
pemberi amanah sekaligus pemilik dan pelanggan (customer) dan tugas pemerintah
daerah dengan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (civil
service).
konteks lain menurut Mahmudi (2010:23) akuntabilitas publik merupakan
kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan
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mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan
sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal). Transparansi kebebasan
principal memperoleh informasi dari agen (pemerintah) mengenai kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaan serta hasil – hasil yang dicapai yang mudah diakses dan
dipahami oleh principal. Apabila dalam pengelolaan keuangan sektor publik
mengukur kinerja dengan value for money akan mewujudkan pemeritahan yang baik
dan bersih, mendapatkan kepercayaan principal.
B. Prinsip Nilai Transparansi
Salah unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan
adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah,
mengungkapkan hal – hal  yang sifatnya material secara berkala kepada pihak –pihak
yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas.
Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah. Adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi
tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil –hasil yang
dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan
yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan
pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.
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Pada Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya  tentang keuangan
daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil –hasil
yang dicapai. Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.
13Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan
transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan
daerah.
Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan
tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat
memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Wida (2016:8).
Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat
memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena
menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan –
kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada
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dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan,
pelaksanaannya (Rahum, 2015 :1627).
Coryanata (2007:5) mengatakan transparansi dibangun di atas dasar arus
informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi
perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia
harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Anggaran yang disusun oleh
pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut: 1)
terdapat pengumuman kebijakan anggaran; 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah
diakses; 3) tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu; 4)
terakomodasinya suara/usulan rakyat; dan 5) terdapat sistem pemberian informasi
kepada publik.
Annisaningrum (2010:2) transparansi adalah memberikan informasi keuangan
yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas
pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelengaraan
pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria; adanya pertanggungjawaban
terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan
keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Dalam hal
pelaksanaan transparansi pemerintah, media massa mempunyai  peranan yang sangat
penting, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun
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menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai penonton atas berbagai
aksi pemerintah dan prilaku menyimpang dari aparat birokrasi.
Untuk melaksanakan itu semua, media membutuhkan kebebasan pers
sehingga dengan adanya kebebasan pers maka pihak media akan terbebas dari
intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Wiranto, 2012:10).
Adanya keterbukaan ini, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah control yang
berlebihan dari masyarakat, untuk itu harus ada pembatasan dari keterbukaan itu
sendiri, dimana pemerintah harus pandai memilah mana informasi yang perlu
dipublikasikan dan mana yang tidak perlu sehingga ada kriteria yang jelas dari aparat
publik mengenai jenis informasi apa saja yang boleh diberikan dan kepada siapa saja
informasi itu akan diberikan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga supaya tidak
semua informasi menjadi konsumsi publik. Ada hal – hal yang menyebabkan
informasi tersebut tidak boleh diketahui oleh publik. Transparasi merupakan salah
satu prinsip good governance.
Pasaribu (2011:1) mengatakan transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan
pelaksanaannya, serta hasil – hasil yang dicapai. Prinsip transparansi menurut
Werimon, dkk (2007:8) meliputi 2 aspek, yaitu; komunikasi publik oleh pemerintah,
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dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun
komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam
kontek pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai
hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan.
Werimon,dkk (2007:10) menyebutkan bahwa, kerangka konseptual dalam
membangun transparansi organisasi sektor publik dibutuhkan empat komponen yang
terdiri dari; 1) adanya sistem pelaporan keuangan, 2) adanya sistem pengukuran
kinerja, 3) dilakukannya auditing sektor publik,  dan 4) berfungsinya saluran
akuntabilitas publik (channel ofaccountability). Transparansi menjadi sangat penting
bagi pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.
Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan
penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan
informasi yang lengkap mengenai apayang dikerjakannya. Dengan transparansi,
kebohongan sulit untuk disembunyikan.
Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat
menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dengan adanya transparansi
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi
tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil – hasil yang dicapai. Transparansi yakni
adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan
informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat
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dijangkau oleh publik. Subroto (2009:4) menyatakan bahwa tranparansi dan
akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas
terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama
dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.
Transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya
dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut ; (1)
publikasi dan sosialisasi kebijakan – kebijakan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) publikasi dan sosialisasi regulasi yang
dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya, (3)
publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah, (4)
transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek –proyek
pemerintah daerah kepada pihak ketiga, dan (5) kesempatan masyarakat untuk
mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Transparansi jelas mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses
pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Sebab, penyebar luasan
berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat
memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut
mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan
sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi
ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat
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publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat
luas.Transparansi dalam pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al -
Baqarah  ayat 282 :
                    
Terjemahan :
“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai
untukwaktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya (catatkanlah) (Q.S. Al-
Baqarah: 282).
Penerapan prinsip nilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan akuntansi
keuangan sektor publik sangat penting karena tata kelola keuangan pemerintahan
yang baik akan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Transparansi berarti
terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi
terkait -seperti berbagai peraturan dan perundang –undangan, serta kebijakan
pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang
andal (reliable) dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik (biasanya
melalui filter media massa yang bertanggung jawab). Artinya, transparansi dibangun
atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan
(untuk kemudian) dapat dipantau.
C. Prinsip Nilai Akuntabilitas
Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak
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atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas apa
yang telah dilakukan menurut Astutidan yulianto (2016:5). Menurut Lembaga
Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI
(2000:12) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit
organisasi kepada pihak yang memiliki hakatau yang berwenang meminta
pertanggungjawaban.
Menurut Sedarmayanti (2007:57) akuntabilitas adalah kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan dalam
organisasi terlaksana secara efektif sedangkan menurut Bastian (2010:88),
akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya good
governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi, tidak salah jika siklus
akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban publik. Proses
inilah yang menentukkan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam
mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah menjadi salah satu item yang
tercantum di dalam dasar hukum atau aturan organisasi karenanya, organisasi
diwajibkan secara hukum memenuhi akuntabilitas organisasinya dengan kinerja yang
diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih dengan mengefektifkan dan
mengefesiensikan hasil dari proses organisasi yakni perencanaan, penganggaran,
realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan audit, serta
pertanggungjawaban publik.
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Akuntabilitas merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan
good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu
Pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah adanya atau
terselenggaranya good governance. Sistem Akuntabilitas menyatakan bahwa
akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan
kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau pertanggungjawaban.Tata kelola pemerintah yang baik
merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata
kelola tersebut adalah akuntabilitas.
Annisaningrum (2010:1) mengatakan akuntabilitas adalah mempertanggung
jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan
kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara
periodik. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek
pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak – hak publik yaitu hak untuk tahu,
hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas dalam
pandangan Islam sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan tentang tanggungjawab
seorang yang terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:
                      
Terjemahan:
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7. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan
melihat (balasan)nya.
8. dan Barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia
akan melihat (balasan)nya pula.
Penjelasan ayat yaitu tidak ada sesuatu sekecil apapun yang luputdari
pengetahuan dari Allah SWT, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan buruk
semuanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia perbuat. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dalam perspektif islam adalah bentuk dari
pertanggungjawaban atas amanah yang dimiliki untuk di pertangungjawabkan kepada
pemberi amanah. Kecil atau besar amanah tersebut tetap harus di pertanggung
jawabkan kepada pemberi amanah.
Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau
untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan
hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau
berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria
Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut; 1) pertanggungjawaban dana publik,
2) penyajian tepat waktu, dan 3) adanya pemeriksaan (audit) respon pemerintah.
Prinsip akuntabilitas publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar
tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau
normanorma eksternal yang dimiliki oleh para stakeholders yang berkepentingan
dengan pelayanan tersebut.
Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa tipe, diantaranya menurut
Mardiasmo (2004:21) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:
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1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban
unit – unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah
daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2.Akuntabilitas horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggung jawaban
kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan
organisasi yang bersangkutan.
Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari
jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang
sungguh – sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya
terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan
hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan
diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan
Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua
pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para
pengambil keputusan dan pelaksaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.
Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi
keuangan sektor publik harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan
terutama masyarakat diwilayahnya. Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban
untuk menyampaikan pertanggungjawaban untuk menjawab, menerangkan kinerja,
dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan
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pertanggungjawaban (Bastian, 2002:385). Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan
instansi pemerintah, perlu diperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut:
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan
pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber
daya secara konsisten dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik
pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN & BPKP, 2000).
Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah
akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban
lembaga – lembaga publik untuk menggunakan dana publik (public money) secara
ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta
korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk
membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta
mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh
masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan
sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya.
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Akuntabilitas finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama
masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga lembaga publik untuk membuat
laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak
luar. Menurut mairi, dkk (2014:156) menyatakan bahwa, akuntabilitas dalam arti
sempit tanggung jawab kepada pemberi mandat dan apa yang perlu diberikan
tanggung jawab. Secara garis besar tanggung jawab pihak pemegang mandat (agen)
untuk mengamanatkan pemberi (principal) yang dimilikinya wewenang untuk
meminta pertanggungjawaban.
D. Konsep Value for money
Value for money menurut Mardiasmo (2002:130) merupakan konsep
pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama,
yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomis merupakan pemerolehan input
dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis
merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan
moneter. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input
tertentu untuk penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu.
Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar
kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian
hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan
perbandingan outcome dengan output.
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Mahmudi (2010:20) mendefinisikan value for money sebagai penghargaan
terhadap nilai uang, hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus di hargai secara layak
dan di gunakan sebaik-baiknya. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja
pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai
dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus
mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama sehingga benar-benar
menggambarkan kinerja pemerintah yang sesungguhnya.
Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama-sama.
Karena disatu pihak mungkin pelaksanaannya sudah dilakukan secara ekonomis dan
efisien akan tetapi output yang dihasilkan tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
Atau di lain pihak sebuah program dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan.
Akan tetapi mungkin dicapai dengan cara yang tidak ekonomis dan efisien. Jika suatu
program efektif dan efisien maka program yang dijalankan dapat dikatakan cost-
effectivenees. Indikator efektifitas biaya merupakan kombinasi informasi efisiensi dan
efektifitas dan dapat memberikan ukuran kinerja bottom line yang dalam sektor
publik diidentikkan dengan pelayanan publik. Peranan indikator kinerja adalah untuk
menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.
Mardiasmo (2002:32) mengungkapkan indikator value for money dibagi
menjadi dua bagian yaitu indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi) dan
indikator kualitas pelayanan (efektifitas). Indikator efisiensi menggambarkan
hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (seperti staf, upah,
biaya administrasi) dan keluaran yang dihasilkan. Sedangkan indikator efektifitas
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menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output)
program dalam mencapai tujuan program.
Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi
pemerintah dan sektor publik. Mardiasmo (2002:43) kinerja pemerintah tidak dapat
dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus
mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama - sama. Permasalahan
yang sering muncul adalah sulitnya mengukur output karena output yang dihasilkan
pemerintah tidak selalu berupa output yang berwujud (tangible output), tetapi
kebanyakan juga bersifat output tidak berwujud (intangible output).
Ukuran kinerja pada dasarnya berbeda dengan indikator kinerja. Perbedaan
antara ukuran kinerja dengan indikator kinerja adalah:
1. Ukuran kinerja, umumnya mengacu pada penilaian kinerja secara langsung,
misalnya: laporan keuangan pemerintah.
2. Indikator kinerja, mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu hal-
hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi – indikasi kinerja.
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan input
paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Adapun konsep value for money sebagai berikut:
1. Ekonomi berkaitan dengan hubungan antara pasar dan masukan (cost of input).
Pengertian ekonomi (hemat/tepat guna) sering disebut kehematan yang mencakup
juga pengelolaan secara hati – hati atau cermat (prudency) dan tidak ada
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pemborosan. Suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis jika dapat
menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu.
2. Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan
konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan
perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost
of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu
produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan
dana yang serendah-rendahnya (spending well). Jadi, pada dasarnya ada pengertian
yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua –duanya menghendaki
penghapusan atau penurunan biaya (cost reduction).
3. Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau
sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan
dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan
efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir
kebijakan (spending wisely).
Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik :
1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan
tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya
penghematan dalam penggunaan input
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4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publikMeningkatkan
kesadaran akan uang publik (public costs awareness) sebagai akar pelaksanaan
akuntanbilitas publik.
Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang
publik dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan
tentunya dari segi outcome. Pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk
menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Untuk
memperkuat konsep di atas maka diperlukan konsep nilai – nilai islam dalam
kehidupan manusia sehingga dalam semua kegiatan – kegiatan dalam penggunaan
nilai uang yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat dalam ekonomi Islam
memerintahkan kita untuk bekerja keras, karena bekerja adalah sebagai ibadah.
Bekerja dan berusaha merupakan fitrah dan watak manusia untuk mewujudkan
kehidupan yang baik, sejahtera dan makmur di bumi ini. konsep ekonomi islam
Menurut Akhmad ( 2007:14) terdiri dari :
1. Tauhid ( KeEsaan Tuhan)
Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia
menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah dan “tidak
ada pemilik langit, bumi dan isinya, selain daripada Allah” karena Allah adalah
pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik
manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah adalah pemilik hakiki.
Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki untuk sementara waktu, sebagai ujian
bagi mereka. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia,
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tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah
kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam
dan sumber daya serta manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan
dengan Allah. Karena kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala
perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Sebagaimana firman Allah dalam
surah As – Zumar ayat 4 :
                 
   
4. kalau Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang
dikehendaki-Nya di antara ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan-Nya. Maha suci
Allah. Dialah Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.
2. Adl ( Keadilan )
Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia
tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia
sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan
menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan
manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam
banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan
adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini
adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi
bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.
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Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.
Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi
manusia atas manusia. Masing-masing beruasaha mendapatkan hasil yang lebih besar
daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Prinsip keadilan sosial
dalam distribusi hak milik seseorang, juga merupakan asas tatanan ekonomi Islam.
Penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang dalam ekonomi Islam bukanlah
hak milik nutlak, tetapi sebagian hak masyarakat, yaitu antara lain dalam bentuk
zakat, shadaqah, infaq dan sebagainya.
3. Kebebasan
Dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual karena
segala sesuatunya di atur dan di tentukan oleh negara secara sentaralis. Dalam
ekonomi islam kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam.
Kebebasan di dasarkan atas ajaran – ajaran fundamental islam atau dengan kata lain
nilai dari kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana
dengan pernyataan tidak ada tuhan selain allah artinya manusia terlepas dari ikatan
perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.
4. Keseimbangan
Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah
laku ekonomi seorang muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu
usaha – usaha kita sebagai individu yang dengan keduniaan dan keakhiran, maupun
yang terkait dengan kepentingan diri dan orang lain, tentang hak dan kewajiban.
Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al – Baqarah, Ayat 201 :
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                      
201. dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka.
bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan, tapi justru untuk mencapai
keseimbangan atau keselarasan.
E. Akuntansi Sektor Publik
Sebelumnya pembahasan akuntansi sektor publik ini dipersempit lebih dikenal
dengan akuntansi pemerintahan. Berikut adalah definisi mengenai akuntansi sektor
publik. Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik adalah Mekanisme
teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-
proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Sedangkan
Akuntansi sektor publik menurut Mardiasmo (2009:11) akuntansi sektor
publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada
domain publik. Domain publik antara lain meliputi; badan – badan pemerintah
(pemerintah pusat dan derah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara
(BUMN, BUMD), dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
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5 Karakteristik Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
6 Sistem akuntansi Basis Kas Basis Akrual
Sumber : Mardiasmo 2010
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Tabel 2.2 Perbedaan antara akuntansi Sektor Publik Dan Akuntansi Sektor
Swasta
Perbedaan Akuntansi Sektor
Publik dan Swasta Perbedaan
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor
Swasta
Tujuan Kesejahteraan Masyarakat Keuntungan
Organisasi Sektor Publik Swasta
Keuangan Negara, daerah, masyarakat,
konstituen
Individual, perkumpulan
Sumber : Mardiasmo 2010
F. Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Akuntansi keuangan sektor  publik sangat erat kaitannya dengan fungsi
akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Di
sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan
semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –
lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen untuk
menciptakan akuntabilitas publik.
Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan
handal, maka diperlukan standar akuntansi keuangan dan sistem akuntansi untuk
sektor publik. Pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik merupakan
suatu krusial, karena kualitas standar akuntansi secara langsung akan mempengaruhi
kualitas laporan keuangan. Demikian juga perlu dikembangkan sistem yang handal
yang mampu memfasilitasi dihasilkannya laporan keuangan yang dapat dipercaya.
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Dalam dunia bisnis, masalah mengelola keuangan sangat penting, seperti
halnya masalah produksi dan pemasaran dalam mencapai tujuan organisasi.
Kegagalan dalam memperoleh dana dapat mempengaruhi kegiatan operasional
sehingga berdampak buruk bagi kelangsungan hidup organisasi.
Menurut Jamal Asmani (2012:222) Prinsip- Prinsip Pengelolaan Keuangan :
1. Transparansi berarti keterbukaan, yaitu dalam bidang manajemen keterbukaan
terhadap melakukan suatu program atau kegiatan.
2. Akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dapat dinilai oleh orang lain
karena hasil kerjanya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Efektifitas adalah penyacapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam
manajemen keuangan dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan dapat
mengatur keuangan untuk membiaya aktivitas sesuai tujuan lembaga dengan
keluaran yang diharapkan.
4. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas dari hasil kegiatan yang  dilaksanakan.
Efisiensi merupakan perbandingan antara masukan dan keluaran yang meliputi
dana, daya, dan waktu. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu
segi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, dan hasil dapat tercapai sesuai tujuan.
Dapat disimpulkan bahwa dalam suatu organisasi publik harus mewujudkan
nilai–nilai transparansi, akuntabilitas karena dengan mengimplementasikan  dalam
sebuah organisasi publik agar tercipta kinerja pemeritahan suatu daerah akan
meningkatkan kesehjahteraan bagi masyarakat terwujudnya good governance dan
agar tidak terjadi pemborosan dana publik sebaiknya konsep value for money
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diterapkan dalam organisasi sektor publik dalam pengeloaan akuntansi keuangan
sektor publik.
Menurut Mardiasmo (2005:4) ada tiga prinsip utama yang mendasari
pengelolaan keuangan daerah, yaitu:
1. Prinsip transparansi atau keterbukaan transparansi memberikan arti bahwa anggota
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran
karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam
pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa
proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus
benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan
masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran
tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau
pelaksanaan anggaran tersebut.
3. Prinsip value for money
Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu
ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber
daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efisien adalah
penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal
atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran
tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.
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Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut de Asis (2006:111)
terdapat lima strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik
masuk untuk memulai, mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah
yang ada. Menurut Shah (2007:25) pemberantasan korupsi membutuhkan
pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada sebuah
negara/daerah sehingga perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari korupsi atau
kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara/daerah tersebut.
G. Rerangka Pikir
Agar pengelolaan dana masyarakat yang sangat besar tersebut dilaksanakan
secara transparan, maka diperlukan penilaian kinerja Pemda Gowa dengan
menerapkan konsep value for money untuk menjamin dikelolanya uang rakyat secara
ekonomis, efisien, efektif, transparan, akuntabel , dan berorientasi pada kepentingan
publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang
publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang
publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu
dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan
pelaksanaan good governance. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat
memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik
dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik,
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menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan
kesadaran akan penggunaan uang publik (public costs awareness).
Gambar 2.2
Rerangka Pikir :








Konsep Value For money








A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif Nana
Sudjana (2009:07) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan
dekskripsi dan analis tentang kegiatan,  proses atau peristiwa – peristiwa penting.
Analisa kualitatif itu sendiri, terdiri atas pengukuran data yang dibuat berdasarkan
pada pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik. Berdasarkan tujuan yang
ada penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan paradigm kualitatif
yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah – masalah dalam kehidupan
social berdasarkan kondisi realitas.
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif – kualitatif.
Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif karena didasarkan pada dua alasan
pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah
data lapangan  yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemulihan pendekatan
ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dan tidak dapat dipisahkan oleh
fakta alamiahnya.
Chariri (2009:05) mengemukakan penelitian deskriptif melihat fakta
sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai
esensi  dalam memahami sesuatu dan menambahkan bahwa tujuan dari penelitian
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deskritif adalah untuk menghasilkan pandangan – pandangan dan penjelasan
tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap  sistem
interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial. Penelitian
ini akan dilakukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
yang beralokasi di Jl.Tamanurung Raya No. 45, Sungguminasa,Somba Opu,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan Kode pos 92114, Telepon (0411)
889055.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan analisis deskriptif. Metode ini menganalisa data yang diperoleh
dengan membuat pernyataan atau kalimat setelah itu membandingkan dengan teori
yang sudah ada. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah
yang ada sekarang berdasarkan data – data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif
yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi
mengenai bagaimana transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money dalam
pengelola keuangan di Bappeda Kab. Gowa.
C. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang di
peroleh melalui responden penelitian berupa informan yang di wawancarai dan data
dokumenter. Wawancara dilakukan kepada pihak perusahaan dan masyarakat yang
memenuhi criteria sebagai informan. informan yang dipilih adalah informan yang
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dianggap mengetahui dan dapat memberikan data yang diperlukan untuk memahami
penerapan akuntansi di lingkungan perusahaan. Sedangkan data dokumenter
diperoleh dari studi literatur berdasarkan buku, jurnal, dan artikel. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang
diperoleh langsung yang bersumber dari wawancara secara kepada informan.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan suatu pernyataan atau statement
tentang sifat, keadaan, kegia tan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data
dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai
tujuan penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara mendalam dengan berbagai informan. Wawancara digunakan
sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga
apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam.
Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri
atau selfreport atau setidak – tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan
pribadi. Untuk wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan
informan secara terpisah di lingkungannya masing – masing. Wawancara
dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili.
Wawancara informan I Ibu Susanti sebagai Sekretaris Bappeda tugas dari
seorang sekretaris yaitu melaksanakan kibajakan pelayanan administrasi kepada
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semua unsur di lingkungan Badan meliputi pengelolaan administrasi umum,
perencanaan, kepegawaian, dan administrasi keuangan. Fungsinya adalah :
Perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan
evaluasi pelaksanaan tugas – tugas pada Sekretaris; Pelaksanaan koordinasi
penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang secara
terpadu dan tugas pelayanan administrasi; Pengelolaan administrasi umum dan
perlengkapan; Pengelolaan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Badan;
Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Badan;
Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan
Badan. Dan pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh
Kepala Badan.
Informan II Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran Bappeda
merupakan pejabat fungsional yang di tunjuk untuk menerima, menyimpan,
membayarkan, menata usahakan dan mempertanggunjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD. Fungsi
bendahara pengeluaran yaitu: Mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP)
kepada pengguna anggaran berdasarka DPA, anggaran KAS dan SPD beserta
lampirannya; Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaaan dan
pengeluaran serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur.
Informan III Pak Emil sebagai Kasubid Pembiayaan Pembangunan
Bappeda memiliki fungsi untuk pelaksanaan inventaris permasalahan bidan
pembiayaan pembangunan untuk penyusunan rencana program bidang
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pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan penyusunan kajian kebijakan di
bidang pembiayaan pembangunan serta pelaksanaan koordinasi evaluasi
pembiayaan pembangunan.
2. Kajian dokumentasi dan kepustakaan. Dilakukan dengan mempelajari dan
membaca berdasarkan dokumen – dokumen serta berbagai literatur yang ada,
relevan dan yang terkait dengan pembahasan penelitian sebagai landasan teori
yang menuntun penelitian tetap pada jalur penelitian ilmiah yaitu dengan
menelaah beberapa kajian ilmiah dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan e –book
di berbagai era tersedia didalamnya.
3. Internet Searching
Internet searching yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan
berbagai tambahan referensi yang bersumber dari internet guna melengkapi
referensi penulis serta digunakan untuk menemukan fakta atau teori berkaitan
masalah yang diteliti. Internet searching memudahkan dalam membantu
penelitian menemukan suatu file/data dimana kecepatan, kelengkapan dan
ketersediaan data dari berbagai tahun tersedia. Adapun cara dalam mencari data
di internet biasa dilakukan dengan cara searching, browsing, surfing ataupun
downloading.
E. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam
maupun sosial yang diamati. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei,
observasi, hingga kajian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan penelitian
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6. Daftar pertanyaan wawancara.
7. Buku, jurnal, dan referensi lainnya.
Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat, dilakukan
wawancara secara mendalam, terhadap informan – informan yang dijadikan
sumber.
F. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa data
– data yang telah diperoleh, dihimpun, dan diolah dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah teknik
analisis dengan membandingkan keadaan dan data – data dari perusahaan yang
ada, baik itu berupa data primer yaitu yang berasal dari wawancara dan
pengamatan langsung kelapangan atau perusahaan. Data sekunder adalah data –
data yang berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan keuangan dan
data pendukung lainnya yang relevan.
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G. Uji Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif dilakukan pengujian keabsahan data melalui
empat uji, yaitu credibility (validitas internal), transferability (validitas
eksternal), dependability (reliability) dan confirmability (obyektivitas). Namun
dalam penelitian ini pengujian keabsahan data hanya digunakan dalam dua uji
yang paling sesuai, yaitu: Ujivaliditas internal (kredibilitas) Ujivaliditas internal
(kredibilitas) data adalah uji kebenaran data. Tingkat kredibilitas yang tinggi
dapat dicapai jika para partisipan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengerti
benar tentang berbagai hal yang telah diceritakannya (Afiyanti:2008). Dalam
penelitian ini uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi.Triangulasi dalam
pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber
dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Adapun penelitian ini menggunakan 2
jenis tringulasi, yaitu:
1. Triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui
berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya melalui sumber data
utama yaitu wawancara, peneliti bias memperoleh sumber data pendukung
seperti dokumen yang ditunjukkan informan sebagai bukti sehingga data/
keterangan dari informan lebih akurat.
2. Triangulasi teori, yaitu hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan
informasi. Informasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan teori yang
relevan dalam penelitian ini teori etika kebajikan dan konsep teori prospek.
Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesimpulan yang sifatnya tidak bias.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Nama dan Sejarah Singkat Perusahaan  / Instansi
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 tahun 1981, diawal pembentukannya, satuan kerja
ini dipimpin oleh seorang pimpinan dengan eselon III-a yang disebut Ketua
BAPPEDA, dan didukung oleh perangkat pejabat eselon IV dan eselon V.
Selanjutnya pada tahun 1995 dilakukan penyesuaian kelembagaan seiring dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995, dimana Kabupaten Gowa
selain menyelenggarakn urusan rumah tangga daerah yang menjadi urusan pangkal
juga telah melaksanakan urusan pemerintah ousat (sebanyak 18 urusan) dan urusan
pemerintah daerah Provinsi Sulawasi Selatan (Sebanyak 8 urusan) sesuai Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 tahun 1995. Bentuk ke lembagaan
BAPPEDA berpedoman pada Kemendagri Nomor 44 Tahun 1995 dan Keputusan
Menpan Nomor 16 Tahun 1995.
Selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, maka dilakukan pula penyesuaian eselonisasi
kelembagaan Daerah, dimana pimpinan BAPPEDA menjadi eselon II-b dan para
Kepala Bidang menjadi eselon III-b dan pejabat Kepala Seksi dan Kepala Urusan
menjadi eselon IV-a. Pada tahun 2008, kembali dilakukan penyempurnaan
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kelembagaan dengan hanya meliputi 1 pimpinan kelembagaan yang disebut Kepala,
dibantu 1 Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Subbagian dan 4 kepala Bidang serta
Kepala Subbidang.
Sejak pembentukannya pertama kali, BAPPEDA Kabupaten Gowa telah
dipimpin oleh 9 orang Ketua dan Kepala, masing-masing Drs. H. Hasan Husain
(tahun 1980-1983), Drs. Andi Baso Syarif (tahun 1983- 1986), Drs. H. Mustafa Rauf
(tahun 1986-1990), Drs. H. Mapparessa Tutu (  1990- 1997), Drs. H. Muh. Amir
Rizal (tahun 1997-1999), Drs. H. Mustamin Sanusi, M.Si (tahun 1999-2004), Drs. H.
Muh. Yusuf Sommeng, M.Si (tahun 2004), Drs. H. Muh. Arsyad, MM (tahun 2004-
2006), Drs. H. Baharuddin Mangka, M.Si (tahun 2006-2014),
H. Muchlis, SE, M.Si (tahun 2014-2015), Andi Kumala Idjo, SH (tahun 2015- 2017),
Taufiq Mursad, ST (2017-sekarang).
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan structural pada Badan
Perencanaan Pembanngunan Daerah Kabupaten Gowa diatur dalam Peraturan Bupati
Gowa nomor 42 tahun 2008. Adapun tugas pokok Bappeda Kabupaten Gowa
berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah membantu Bupati dalam
membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaaan pelaksanaan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah, meliputi fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik
serta kesekretariatan Badan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Secara umum kondisi internal dan eksternal Bappeda Kabupaten Gowa cukup
kondusif sehingga memberikan peluang cukup besar bagi segenap jajaran pimpinan
dan staf untuk menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah dengaan baik. Hal demikian diindikasikan oleh
perkembangan  sumber daya internal organisasi dan semakin besarnya partisipasi
masyarakat di dalam mendukung penerapan sistem perencanaan pembangunan daerah
yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat.
Pembangunan Kabupaten Gowa lima sampai dua puluh tahun kedepan
diarahkan kepada perwujudan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang yang handal
dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama,
sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai
pemangku kepentingan (stakeholders).Untuk mencapai harapan yang dimaksud,
proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan
tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.
Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi secara
fungsional Bappeda Kabupaten Gowa dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke
dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam bentuk dokumen
perencanaan. Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik
dilihat dari sisi proses manajeman maupun sebagai sebuah kebijakan. Sesuai dengan
amanat UU No. 25 Tahunn 2004 setiap SKPD harus memiliki rencana Strategis
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(Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
2. Visi dan Misi Organisasi
VISI:
“ Menjadikan Bappeda Kabupaten Gowa sebagai Badan Perencanaan yang
Profesional dan memiliki integritas, dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk
mewujudkan Gowa yang handal dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat
dan penyelenggaraan pemerintahan melalui perencanaan pembangunan yang
partisipatif”
MISI:
a. Menyusun Perencanaan Pembanguna jangka pendek, menengah dan panjang
secara partisipatif.
b. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD dan antar daerah guna
meningkatkan kualitas pembangunan di Kab. Gowa.
c. Menetapkan sistem pengelolaan data-data pembangunan yang efesien dan efektif
untuk menghasilkan data yang akurat dan akuntabel.
d. Memberikan arah pada seluruh elemen Pembangunan dalam menerjemahkan
program / kegiatan  yang akan dilaksanakan.
e. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan bagi peningkatan kualitas di segala
bidang pembangunan.
3. Struktur Organisasi : mengambarkan tentang sub – sub bagian yang ada pada
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B. Hasil Dan Pembahasan
1. Hasil
a. Pemerintah daerah mewujudkan nilai – nilai transparansi dan akuntabilitas
dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
Akuntansi keuangan sektor  publik sangat erat kaitannya dengan fungsi
akuntansi sebagai penyedia informasi keuangan untuk pihak eksternal organisasi. Di
sektor publik, kebutuhan akan informasi akuntansi semakin tinggi seiring dengan
semakin meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi oleh lembaga –
lembaga publik. Laporan keuangan sektor publik menjadi instrumen untuk
menciptakan akuntabilitas publik.
Informasi keuangan yang dilaporkan oleh pemerintah daerah menuntut adanya
transparansi dan akuntabilitas, salah satu prasyarat untuk dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah) adalah
dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah harus
mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka
kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan
amanat rakyat. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan, perencanaan, dan
evaluasi keuangan, maka dapat mengurangi pelanggaran atau tindak korupsi. Hal
tersebut sebagaimana yang diungkapkan Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran
bahwa:
Taufiq, S.Si, M.SiNursanty Saman Sadek, SP,
M.Si
Nur Inzana Gaus, ST
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“Iya sih, memang dapat mengurangi tindak korupsi dengan adanya
transparansi, pengelolaan anggaran ada di website kelihatan di situ jadi,
sekarang to’ (itu) masyarakat bisa melihatnya. Kalau di sini sih
transparansi keterbukaan informasi kemasyarakat terbuka setiap ada
yang bertanya jadi ya kita menjawab apa saja keluhannya. karena kita
sekarang harus transparansi. Dan masyarakat bisa mengetahui terkait
dengan penganggaran bisa mengawasi, pelaksanaan, sampai hasil
evaluasi membuka website semaunya (tanpa ada batasan).”
Hal ini senada dengan di sampaikan oleh seorang informan Ibu Susanti sebagai
sekretaris bappeda sebagai berikut:
“Kalau kita di sini, program kerja semua kegiatan secara terbuka jie
(juga), cepat dan tepat kepada masyarakat melalui website – website
yang dimiliki oleh masing – masing pemerintah daerah karena sistem
yang di gunakan sudah canggih semua sudah terprogram melalui
internet. Dengan keterbukaan informasinya melalui menjawab semua
pertanyaan – pertanyaan maupun keluhan masyarakat.”
Dari pernyataan informan antara Ibu Jusni dan Ibu Susanti maka dapat
disimpulkan Dengan adanya transparansi memang dapat mengurangi tindak korupsi
sebagai upaya bentuk perwujudan transparansi untuk mempublikasikan informasi dan
dokumen terkait proses perencanaan program sampai dengan penganggaran.
Transparansi dilaksanakan secara elektronik melalui website dan sekarang itu
masyarakat bebas mengajukan  pertanyaan secara langsung akan di jawab mengenai
keluhan masyarakat tersebut sebagai bentuk partisipasi. Hal ini akan mempermudah
masyarakat untuk mengawasi dan mengontrol pemerintah terkait perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi program kerja pemerintah yang dapat di akses tanpa ada
batasan.
Semua informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan nilai – nilai
transparansi dalam proses perencanaan, pelaksanaan ataupun pada pengevaluasian
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program pemerintah yang sesuai dengan konsep transparansi yaitu memberikan
informasi yang terbuka, jujur, dan tidak deskriminatif kepada masyarakat
berdasarrkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara
terbuka dan menyeluruh. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat
pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang
berdampak bagi orang banyak, pemerinntah harus menyediakan informasi yang
lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit
untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting
yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi khususnya dengan
dana yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik
untuk menggunakan uang publik (money public) secara ekonomi, efisien dan efektif,
tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial
menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat
penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.
Memberikan pertanggung jawab kepada publik terkait pelaksanaan pengelolaan
pemerintahan yang telah dilakukan. Akuntabilitas sendiri adalah amanat peraturan
perundang – undangan yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan
pemerintahan, maka hal ini menjadi kewajiban bagi pelaksana pemerintahan. Sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik wawancara Ibu Susanti sebagai sekretaris
bappeda mengatakan bahwa :
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“Kami di sini, semua pengeluaran–pengeluaran anggaran/dana publik
yang digunakan dibuatkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dan semua
kegiatan program kerja pertanggungjawaban melalui internet.
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pertanggung
jawaban dalam bentuk laporan keuangan yang dibuat dan dilaporkan,
aturan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi proses
penganggaran, kinerja anggaran,standar biaya pertanggungjawaban,
pelaporan, dan evaluasi, mekanisme pengawasan dan pemeriksaan
sudah terprogram oleh sistem yang ada. Hmm (ragu) nanti semua akan
serba e yaitu e-planning, e-budgeting, e-programming.”
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah bertanggung
jawab terhadap tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan bersama antara
pemerintah daerah dan DPRD. Perencanaan pembangunan di daerah dituangkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nomor 28. Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan program satuan kerja perangkat daerah
dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Seperti yang di ungkapan informan Ibu Susanti sebagai sekretaris bappeda
mengungkapan :
“Ya, sih memang itu harus jadi pedoman proses pembangunan daerah
harus dilaksanakan secara sistematis mulai tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan
tahap pemanfaatan serta pencapaian visi misi sesuai dengan amanat UU
No. 25 Tahun 2004, setiap SKPD harus memiliki Rencana Strategis
(Renstra) Yang berpedoman pada RPJMD.”
Penilaian terhadap pertanggungjawaban tersebut akan dilakukan oleh publik
dan institusi pengawasan yang mempunyai konsekuensi hukum, maka aparatur
pelaksana pemerintahan akan berupaya menerapkan konsep akuntabilitas tersebut
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dalam pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan. Seperti yang di
uangkapan oleh Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran bappeda selaku informan
yaitu:
“Kami disini, menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen
Daerah) program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan
daerah secara terintegritas meliputi penganggaran, penatausahaan,
akuntansi, dan pelaporan. Agar tata kelola keuangan daerah sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Kami disini to (itu) masih terbilang
baru dengan adanya sistem ini karena  masih butuh pelatihan
pengawasan dalam menggunakan sistem ini.”
Pernyataan tentang sistem manajemen daerah secara tidak langsung
mempermudah aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan dengan adanya sistem
ini upaya pemerintah sangat cukup baik karena dalam pengelolaan keuangan harus
menngunakan sistem yang terintegrasi sehingga dapat mewujudkan akuntabel,
transparan dan auditabel menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban aparatur pengelola pemerintahan untuk
memberikan informasi ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai
kesempatan untuk mengetahui, memberikan masukan, mengevaluasi dan menilai,
sehingga akan menjadikan aparatur lebih bekerja hati-hati sesuai dengan ketentuan
yang ada. Secara naluri aparatur juga ingin mendapat penilaian dari publik akan
kualitasnya dalam bekerja. Hal ini Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran bappeda
informan mengungkapkan:
“Iya, memang betul alasan ini akan menjadikan aparatur pemerintah
akan menampilkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya sehingga dia akan bekerja to’(itu ) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya kinerja pemerintah
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daerah juga akan baik. Pengawasan dan penilaian publik akan menjadi
tekanan bagi aparatur pemerintah dalam bekerja sehingga akan
memperlihatkan kinerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sehingga
secara langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara
keseluruhan dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah.”
Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penerapan
akuntabilitas dengan berbagai indikatornya ini dalam pengelolaan keuangan secara
langsung akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Perwujudan
transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan
pemerintahan telah memberikan tekanan kepada  aparatur pengelola pemerintahan
untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-
luasnya dengan benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
b. Penerapan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan
sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat yang
dapat diartikan sebagai mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan
pada pengelolaan dana masyarakat. Untuk mengukur kinerja aparat pemerintah dalam
pengelolaan dana publik sebaiknya menggunakan konsep value for money. Deskripsi
data dari hasil pengukuran penyelenggaraan program – program kerja Bappeda
mengunakan konsep Value for money ini di buat untuk mengetahui kinerja dari
penyelenggaraan program kerja yaitu dari sisi ekonomi, sisi efisiensi, dan sisi
efektifitas,di Bappeda khususnya di tahun 2016
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1). Ekonomi
Ukuran ekonomi berupa berapa anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan
sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan
melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Ekonomi merupakan konsep
yang sifatnya relatif. Relativitas konsep ekonomi tersebut bisa disebabkan karena
faktor lokasi dan waktu. Kedua faktor tersebut terkait dengan harga pasar yang
berbeda. Harga pasar untuk input yang sama bisa berbeda karena lokasi dan waktunya
berbeda.
Tabel 2.3 Kriteria Ekonomi Kinerja Keuangan
2). Efisiensi
Ukuran efisiensi didasarkan pada dua ukuran, yaitu input dan output. Ukuran
efisiensi dapat dinyatakan dalam bentuk biaya per unit output. Ukuran efisiensi
mengukur seberapa baik organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang
dimilikinya untuk menghasilkan output.
Persentase kinerja keuangan Keterangan




Kurang dari 60% Tidak Ekonomis
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Tabel 2.4 Kriteria Efisien Kinerja Keuangan
3). Efektifitas
Ukuran efektivitas mengukur kesuksesan organisasi, program atau aktivitas
dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir
suatu pelayanan dikaitkan dengan output-nya. Pengukuran efektivitas tidak mungkin
bisa dilakukan tanpa mengukur outcome. Suatu pelayanan mungkin diproduksi secara
efisien akan tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan atau
penerima layanan (Mahmudi 2013:87). Efektifitas merupakan hubungan antara output
dengan tujuan.
Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin
efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input, dan
efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil).
Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik
Persentase kinerja keuangan Keterangan




Kurang dari 60% Sangat Efisien
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dibelanjakan, tetapi dilihat juga dari segi ekonomis, efisiensi, efektifitas, dan tentunya
dari segi outcome.
Tabel 2.5 Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan
Value for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya
input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai
tujuan organisasi. Implementasi konsep value for money dapat memperbaiki
akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik. Adapun manfaat
konsep value for money yang telah di kemukakan informan Pak Emil sebagai kasubid
pembiayaan pembangunan bappeda  mengungkapkan bahwa:
“Kalau kami manfaatnya sih(penekanan kata) cukup baik bagi karena
dengan adanya konsep ini sedikit banyaknya dapat di cegah terjadinya
yang namanya apalagi hmm (ragu–ragu) kebocoran dana sehingga itu
kalau ada dana kelebihan itu kami kembalikan ke kas pemerintah. Kalau
untuk mengukur kinerja dengan efisiensi jie (penekanan bahasa daerah)
kah program kerja telah dilaksanakan, dan sudah efektif ji program yang
dilakukan apabila sudah dengan visi misi, dengan ini bisa juga mengukur
tingkat akuntabilitas.”
Dapat disimpulkan pernyataan informan bahwa dengan adanya konsep ini
cukup mengukur kemampuan kinerja dalam program – program kerja yang telah
Persentase kinerja keuangan Keterangan
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dilaksanakan serta meningkatkan akuntabilitas aparatur yang sesuai dengan visi dan
misi organisasi publik tersebut.
c. Keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money dalam
pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
Dalam pelaksanaan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, kenyataannya
mekanisme akuntabilitas keuangan daerah tidak berjalan dengan baik terutama
kepada masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah
daera tidak begitu dipahami oleh masyarakat sebagai pemakai. Sebagian besar
masyarakat tidak dalam asumsi memiliki pengetahuan yang memadai tantang
aktivitas pemerintahan dalam pengelolaan keuangan,aset daerah dan akuntansi.
Implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah
berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi pemerintah biasanya memang
dihubungkan dengan konsep 3E. Hal ini sesuai dengan konsep Value For Money
yang merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada
tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Namu tiga elemen ini saja
sebenarnya tidak cukup dan perlu ditambah dengan dua elemen lain yaitu keadilan
(equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equility). Artinya bahwa penggunaan uang
publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja tetapi
dilakukan secara merata. Hal ini di perkuat penyataan informan Pak Emil sebagai
kasubid pembiayaan pembangunan Bappeda mengatakan bahwa :
“kalau disini pengelolaan keuangan daerah harus bisa memberikan
manfaat secara langsung kepada masyarakat secara transparan,
akuntabel mengenai informasi keuangan menjadi tantangan tersendiri
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bagi kami untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama
dalam menyediakan pelayanan bagi seluruh masyarakat”
Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan
keuangan memang harus transparansi dan akuntabel dapat mempertanggung
jawabkan dengan lebih meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya pelayanan yang menyeluruh.
Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan
demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu,
pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.
2. Pembahasan
a. Pemerintah daerah mewujudkan nilai – nilai transparansi  dan akuntabilitas
dalam pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip
keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. keterbukaan dalam
menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan
harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh
ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda
pengungkapannya.
Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi
keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga
laporan akuntabilitas itu sendiri, Sedangkan para pengguna laporan keuangan
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mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh
karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar
dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-
syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna.
Serta kemampuan staff atau aparatur pemerintahan dalam transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat pernyataan
informan Ibu Susanti sebagai sekretaris bappeda mengungkapkan bahwa :
“Kami disini bentuk ketebukaan dalam mempertanggungjawabakan
laporan keuangan memang harus secara benar, jujur dalam pengelolaan
keuangan dan harus sesuai dengan standar pemerintahan. sekarang
pelaporan keuangannya juga menggunakan sistem mi (penekanan dalam
bahasa bugis) terus sudah terpercayami juga karena semua terprogram
langsung melalui IT yang di sediadakan pemerintah. Dapatki juga
mencegah kecurangan.”
Dari hasil pernyataan informan bahwa penyusunan laporan keuangan yang
harus jujur suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung
adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah atas aktivitas
pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya sistem yang terprogram langsung
melalui IT maka hasil dari laporan keuangan terpercaya atau terintegrasi dapat
mencegah kecurangan . Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi
keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan,
pelaksanaannya. Perilaku jujur sangat dianjurkan sebagaimana diperjelas firman
Allah Swt dalam Surah Al – Maidah Ayat 8 yang berbunyi:
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                     
                      
  
Terjemahan:
8. Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu
kerjakan.
Dari terjemahan ayat yaitu memerintahkan kepada orang mukmin agar
melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur, dan ikhlas karena
Alahh Swt, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan
yang berusun dengan kehidupan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka
bisa sukses dan memperoleh hasil dari balasan yang mereka harapkan.
Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus
dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami mencegah timbulnya
penyimpangan tindakan aparatur publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan
memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat artinya, informasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka
yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak
hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas
pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat. Tidak semua dari golongan
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masyarakat mengerti dengan IT pernyataan informan Ibu Jusni sebagai bendahara
pengeluaran mengungkapkan sebagai berikut:
“Kalau menurutku sih, memang benar karena sebagian golongan
apalagi menengah ke bawah biasanya tidak bisa mengakses informasi
melalui komputer karena banyak faktor entah tidak sekolah atau
memang betul gagal teknologi, jadi upaya kami disini eeh (terbata–bata
dalam pengucapan kalimat) yaitu menyediakan papan pengumuman
terkait dengan penganggaran dan program–program kerja yang akan
kami lakukan. Kalau yang bisa mengakses terkait rencana kegiatan
anggaran bisa langsung membuka website yang kami sediakan.”
Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi golongan masyarakat yang
tidak paham teknologi masa kini telah di sediakan papan pengumuman terkait
penyelengaraan program – program kerja dan untuk itu masyarakat di beri akses
melalui membuka website yang di sediakan. Dengan adanya transparansi menjamin
akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaran pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya good governance
masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip good
governance. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat
secara terbuka. Serta adanya sosialisasi pengetahuan teknologi atau e goverment
kepada masyarakat umum yang masih belum paham dengan IT.
Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan
pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja keuangan daereah kepada semua
pihak yang berkepentingan (stakeholder) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk
tau (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be kept information), dan hak
untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened to) dapat terpenuhi.
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Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya
guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi
pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.
Hal tersebut sesuai dengan Agency Theory yang membahas kontrak antara principal
dan Agen.
Jensen dan Meckling (1976:1) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan
kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti
keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara
rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan
kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan
kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan
monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen. Hal ini sejalan dengan
yang di ungkapkan oleh Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran bappeda bahwa :
Kalau disini, bentuk pengawasan oleh masyarakat dengan ikut
berpartisipasi dalam proses penganggaran dan dalam rapat keluhan atau
masukkan akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan
keputusan supaya to’(penekanan kata)  sesuaiki dengan kebutuhan
masyarakat .
Pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sebagai prinsipal
memiliki hak untuk melalukan pengawasan terhadap agen atau pemerintah dalam
pengelolaan keuangan demi kesehjateraan principal. Theory agency dapat digunakan
untuk menghubungkan tanggungjawaban sektor publik dimana masyarakat berperan
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sebagi pemberi amanah sekaligus pemilik dan pelanggan (customer) dan tugas
pemerintah daerah dengan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada
masyarakat (civil service).
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintahan dan peraturan menteri dalam negeri nomor 64 tahun 2013
tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah
daerah maka pemerintah daerah  kabupaten gowa menerapkan akuntansi berbasis
akrual tahun 2016. dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, badan
perencanaan pembangunan daerah selaku bagian dari pemerintah daerah kabupaten
gowa menyusun laporan keuangan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah
untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan
kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara
penuh kegiatan yang ada dengan sumber daya yang menunjukkan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan.
Ketika akrual hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan
berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari
penerapan akrual adalah tergambarnya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor
komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam
Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini
diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan
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demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah
jenis/komponen laporan keuangan.
Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrual terletak pada PSAP
12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan
besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang
ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional
merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan
bersangkutan. Dan monitoring dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan dalam
pengelolaan keuangan menurut informan Pak Emil sebagai kasubid pembiayaan
pembangunan mengungkapkan bahwa:
“Hmm (ragu–ragu) pengawasan dilakukan memang sih (penekanan
kata) Setiap bulan melalui laporan keuangan yang di sampaikan ke
manajemen melalui RKA ke pemerintah. proses monitoring tersebut
dilaksanakan Setiap bulan kepala keuangan melaporkan ke pemerintah.
Pemerintah melalui laporan pertanggung jawaban keuangan yang
disampaikan triwulan, semester, dan tahunan dengan melakukan
pengecekan langsung terhadap pengelolaan keuangan yang dialokasikan
dalam anggaran.”
Sedangkan Informan Ibu Susanti sebagai sekretaris bappeda mengungkapkan
bahwa:
“Kalau kami dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem PPBS
(Planning Programming Budgeting System). PPBS merupakan
perencanaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan program
atau kegiatan.”
Dari pernyataan informan Pak Emil dan Ibu Susanti dapat disimpulkan bahwa
sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilakukan
monitoring/pengawasan terhadap laporan keuangan yang dialokasikan dalam
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anggaran  dan dalam penyusunan anggaran menggunakan sistem PPBS yang
mempermudah kegiatan dalam proses laporan penganggaran yang lebih akurat dan
terpercaya yang telah di sesuaikan dengan kebutuhan – kebutuhan program yang akan
dilaksanakan. Pada dasarnya tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang
sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya
terjadi. Dalam suatu organisasi publik semua aktivitas atau kegiatan yang telah
dilaksanakan harus dipertanggungjawabkan sebagaimana diperjelas dalam firman
Allah Swt Surah An- Nahl Ayat 93 berbunyi :
                           
   
Terjemahan:
93. dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja),
tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada
siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa
yang telah kamu kerjakan.
Dari terjemahan ayat yaitu Allah Swt tidak akan menghalangi orang – orang
yang memilih jalan kesesatan dan berpaling dari jalan kebenaran. Demikian juga,
orang – orang yang memilih jalan kebenaran, Alllah akan membantu mereka menuju
jalan yang benar ini. Perlu kita ketahui bahwa kehendak dan kebebasan untuk
memilih ini bukan berarti bentuk penistaan atas tanggung jawab. Manusia harus
bertanggung jawab atas apa yang mereka pilih. Manusia tidak dipaksa untuk memilih
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sesuatu. Semua perbuatan dan tingkah laku manusia baik itu kecil atau besar akan
dipertanggungjawabkan di hari kiamat.
Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Bappeda menyajikan informasi
tentang perhitungan atas pelaksanaan semua kegiatan yang telah dianggarkan dalam
Tahun Anggaran 2016. Laporan keuangan SKPD antara lain terdiri dari:
(1) Laporan Realisasi Anggaran
Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan
dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para
pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-
sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap
anggaran dengan:
a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber
daya ekonomi.
b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran.
Unsur-unsur LRA dalam basis akrual:
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1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali
oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas
pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan
dan dana bagi hasil.
4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan /pengeluaran yang tidak berpengaruh
pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-
tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil
divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan
penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
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(2) Neraca
Yang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas
pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal dan periode tertentu.
Unsur neraca dalam basis akrual adalah:
a. Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
b. Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
c. Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana
investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju
akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.
(3) Laporan Perubahan Ekuitas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah
yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
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Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:
1. Ekuitas awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara
lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan
akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
a. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-
periode sebelumnya;
b. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas akhir.
(4) Laporan Operasional
Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang
menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan
Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit
operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan
periode sebelumnya.
Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan
operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan
surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan
membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban
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untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan
Operasional menyediakan informasi:
a) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk
menjalankan pelayanan;
b) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan
kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
c) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk
mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang
dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
d) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan
ekuitas (bila surplus operasional). Unsur-Unsur Laporan Operasional
adalah:
1. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
2. Beban dari kegiatan operasional ;
3. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;
4. Pos luar biasa, bila ada;
5. Surplus/defisit-LO.
(5) Catatan atas Laporan Keuangan
Meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan
realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan
laporan arus kas. catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang
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kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain
yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi
pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan
penyajian laporan keuangan secara wajar. mengungkapkan informasi yang diharuskan
oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar
muka laporan keuangan. Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran mengungkapkan
bahwa:
“Bentuk dari Pertanggungjawaban to’(itu) oleh pengelola keuangan
yaitu mengungkapan rincian–rincian pemasukan dan pengeluaran
pada pos–pos laporan keuangan secara transparan sih (penekanan
kata) karena menggunakan sistem pengelolaan keuangan sesuai
peraturan perundangan–undangan. laporan kami buat pun harus
disajikan kepada pihak internal dan eksternal yang mudah dipahami
isinya sehingga nantinya kinerja kami disini dapat dipercaya oleh
masyarakat dan pemerintah. Dan semua kegiatan–kegiatan program
kerja di dokumentasikan dan dibukukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban ke pemerintah pusat.”
Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi tidak terpisahkan
dalam hal menimbulkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat
melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang
akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu,
pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan
layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur
komunikasi seperti brosur dan pengumuman media massa. Beban barang dan jasa
merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan
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ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas,
pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan
pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang
diakui ketika bukti penerimaan barang atau berita acara serah terima.





Beban Pegawai – LO 2.610.154.096,00 2.338.065.560,00 266.626.344,00 11,40
Beban Barang dan
Jasa 3.397.464.146,33 2.004.301.952,17 1.393.155.985,16 69,51
Beban Penyusutan dan
Amortisasi 172.356.454,00 123.785.729,- 48.570.725,94 39,24
Jumlah 6.179.974.696,33 4.466.153.241,17 1.713.821.455,16 38,37
Sumber: Data CALK 2016
Tabel 2.7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2016
Sumber: Data CALK 2016
Jenis Belanja Anggaran Realisasi %
Belanja Operasi Rp. 6.093.628.499,20 Rp. 6.015.553.482 98,71
Belanja Modal Rp     314.190.000 Rp.   305.112.000 97,11
Jumlah Rp. 6.407.818.499,20 Rp. 6.320.657.482 98,64
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Tabel 2.8 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan tahun 2016
URAIAN Belanja tidak langsung Belanja langsung
Gaji Pokok PNS Rp. 1.674.250.662,00,- -
Tunjangan Keluarga Rp.    127.564.568,95,- -
Tunjangan Jabatan Rp.    192.648.750,00,- -
Tunjangan Umum Rp.      55.247.500,00,- -
Tunjangan Beras Rp.      95.100.320,00,- -
Tunjangan PPh Rp.      35.493.835,30,- -
Pembulatan Gaji Rp.             26.647,95,- -
Belanja Pegawai - Rp.   793.835.000,00,-
Belanja Barang/Jasa - Rp.2.994.061.215,00,-
Belanja Modal - Rp.   314.190.000,00,-
Tambahan Penghasilan PNS Rp.   125.400.000,- -
JUMLAH Rp.2.305.732.284,20, Rp.4.102.086.215,00,-
Sumber: Data Sekunder yang diolah
Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis
akrual beserta rekonsiliasinya, meliputi :
a. Beban dibayar dimuka
Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual (full acrual) mengakui adanya
beban dibayar dimuka sebesar Rp 1.129.767,50,- yaitu beban Surat Tanda Kendaraan
Bermotor yang pembayaran dilakukan terlebih dahulu untuk satu periode (12 bulan)
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yang melebihi periode akuntansi (menyeberang tahun). Beban Surat Tanda Nomor
Kendaraan di tahun 2016 meliputi beban pajak yang telah dibayarkan di tahun 2015
namun periode manfaat/masa pajaknya sampai pada tahun 2016 sebesar Rp
671.770,83,- dan beban pajak di tahun 2016 yang dibayarkan di tahun yang
berkenaan sebesar Rp 752.172,50,- sehingga total beban surat tanda nomor
kendaraan sebesar Rp 1.423.943,33.
Tabel 2.9 Jurnal Penyesuaian Sewa di Bayar Dimuka
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit




Sumber: Data CALK 2016
b. Persediaan
Besarnya nilai persediaan akhir tahun 2016 atas barang habis pakai (alat tulis
kantor) yang tersisa sebesar Rp 458.000,- sementara persediaan akhir di tahun 2015
sebesar Rp. 1.348.950,- menjadi persediaan awal di tahun 2016 yang sebenarnya
merupakan beban persediaan tahun 2015 oleh karena itu harus dikeluarkan dari nilai
persediaan akhir tahun 2016 melalui jurnal penyesuaian.
c. Peralatan dan Mesin
Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 atas peralatan dan mesin sebesar
Rp 777.196.087,- sedangkan di tahun 2015 sebesar Rp 771.061.737,- sehingga
terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp 6.134.350.
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d. Akumulasi Penyusutan
Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 atas Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap sebesar Rp 1.595.453.217,- lebih besar jika dibanding tahun 2015 sebesar Rp
1.571.631.913,- .
e. Aset Lain-lain
Nilai aset lain-lain di tahun 2016 pada Neraca menunjukkan jumlah sebesar Rp
1.476.009.250,- mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2015 yang hanya
sebesar Rp 1.363.536.600,-. Penambahan aset lain-lain tersebut sebesar Rp
274.585.150,-. Hal ini disebabkan adanya mutasi aset tetap yang rusak berat sebesar
Rp 112.472.650,- berupa kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp 11.435.000,-
dan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp 101.037.650,- yang semuanya dalam
kondisi rusak berat dan belum diadakan penghapusan.
f. Akumulasi Amortisasi
Besarnya akumulasi amortisasi untuk software Upgrade and maintenance
konfigurasi website Pemkab. Gowa dan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD) berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 sebesar
Rp Rp 64.587.500,- dan di tahun 2015 sebesar Rp 30.000.000,-.
g. Utang Beban
Berdasarkan Neraca per 31 Desember 2016 atas utang beban sebesar Rp
9.440.434,- yang terdiri atas ; Utang beban jasa telepon Rp.572.985,- , Utang beban
jasa listrik Rp. 3.405.257,- Utang Beban Gaji Pegawai Rp. 5.462.192. Menurut
wawancara Ibu Susanti selaku informan mengungkapkan bahwa:
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“Kalau dalam penerapan akuntansi pos – pos aset dan kewajiban yang
timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual untuk entitas
akuntansi/pelaporan yang menggunakan sistem SIMDA (Sistem
Pengedalian Manajemen Daerah) yang telah di upgrade berbasis
akrual merupakan pengelolaan keuangan yang cukup efektif dan
efisien namun sebagian pegawai masih kurang memahami jadi begitu
mi (penekanan kata dalam arti juga) penerapan akrual basis
merupakan hal baru sehingga kami melakukan bimbingan dan
pelatihan bagi staff disini tetutama pihak pengelolaan keuangan.”
Dengan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa dalam pengelolaan
keuangan harus berbasis akrual basis tetapi pengimplementasian merupakan hal baru
karena masih kurangnya aparatur yang mengerti sehingga di butuhkan pelatihan
dalam pengelolaaan keuangan bagi pihak keuangan hal ini akan berdampak pada
kualitas pelaporan keuangan sehingga dibutuhkan kemahiran oleh staf keuangan
dalam menerapkan sistem ini yang sesuai dengan peraturan pemerintah.
b. Penerapan konsep value for money dalam pengelolaan akuntansi keuangan
sektor publik untuk meningkatkan kinerja pemerintah.
Secara umum kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi
(Indra Bastian 2006 : 274). Namun menurut PP No. 8 Tahun 2006, kinerja adalah
keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
Dengan demikian kinerja mencerminkan hasil atau prestasi kerja yang dapat dicapai
oleh seseorang, unit kerja, dan atau suatu organisasi pada periode tertentu sesuai
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dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya mencapai tujuan secara legal
serta sesuai moral dan etika.
Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban
mengenai pelaksanaan value for money yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam
pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan
sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan
(maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti
mencapai tujuan dan sasaran. Seperti yang di ungkapkan Ibu Jusni sebagai bendahara
pengeluaran bappeda mengungkapkan bahwa :
“kami disini pengukuran ekonomi, efisien, efektifitas dalam
peningkatan kinerja dengan melihat proses pengganggaran sampai hasil
yang di targetkan sesuai dengan tujuan kegiatan yang dilaksanakan dan
bermanfaat bagi masyarakat. Intinya itu, pegawai harus paham pada
tugas pokok dan fungsi masing-masing agar kinerjanya bisa lebih baik”
Pernyataan di atas dapat simpulkan bahwa dalam pengukuran kinerja mampu
menekan biaya dan mendapatkan hasil yang berkualitas dalam proses penganggaran
secara ekonomi, efesien, efektifitas. Kegiatan yang dilaksanakan dan kemahiran
pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan kinerjanya. Hasil
yang diperoleh dari kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara nyata
langsung dirasakan manfaatnya dari program kerjanya. Sebagai organisasi publik
yang segala kegiatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak
beriorientasi pada laba melainkan memanfaatkan dana sebaik mungkin.
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Tabel 2.10 Pengukuran Kinerja Ekonomi, Efisiensi, EFektif Terhadap Program Kerja
Bappeda Kabupaten Gowa.
Sumber: Data Sekunder yang diolah
No Program Kerja Alokasi RealisasiAnggaran Anggaran Ekonomi Efisien Efektif
1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran Rp. 422.628.415 Rp. 407.581.269 96,43% 80,00% 100%
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur Rp. 242.327.000 Rp.232.004.440 96,00% 80,00% 100%








Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Rp. 23.911.000 Rp. 23.911.000 100% 100% 100%
6 Program PengembanganData/Informasi Rp. 220.643.500 Rp. 220.643.500 100% 100% 100%










Rp. 60.000.000 Rp. 59.970.000 99,95% 99,99% 100%
10 Program PerencanaanPembangunan Daerah Rp 1.270.979.150 Rp.1.264.316.845 99,48% 95.00% 70%
11 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi Rp. 300.913.200 Rp. 300.714.094 99,93% 99,99% 100%
12 Program Perencanaan Sosialdan Budaya Rp. 398.822.000 Rp. 391.936.500 98,27% 95,00% 90%
13
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Rp. 586.450.500 Rp. 498.110.568 84,94% 70,00%
100%
84
Dari tabel pengukuran kinerja dengan konsep value for money dapat
disimpulkan bahwa kinerja dari segi ekonomis bahwa program kerja dengan anggaran
dan realisasi anggarannya telah terjadi penghematan dana publik sehingga dapat di
kategorikan berhasil karena tingkat rasio ekonomi13 program kerja 4 program kerja
dengan persentase 100% dan 8 program kerja rata – rata 90% ke atas dengan kategori
ekonomi sementara 1 program yaitu program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam dengan persentase 84,94%  dengan kategori cukup ekonomi karena
alokasi anggaran sebesar Rp.586.450.500 sedangkan yang terealisasi sebesar Rp.
498.110.568, dapat dikatakan kategori ekonomi karena sudah sesuai target dan tidak
terjadi pemborosan.
Realisasi program pada Bappeda Kabupaten Gowa dari sudut efisiensi
dilakukan dengan membandingkan antara keluaran biaya dengan anggaran dana
setelah perubahan. Pengukuran kinerja efisiensi menjadi hal yang sangat penting
karena keberhasilan Bappeda dalam menggunakan dana akan terlihat dari kinerja ini.
Dana yang dianggarkan tidak semata-mata bisa dihabiskan namun disesuaikan agar
tidak terjadi pemborosan, sehingga dana akan tersalurkan secara tepat sesuai dengan
kebutuhan program. Dari 13 program kategori cukup efisien terdiri 1 program kerja
persentase 85,00% sedangkan penilaian kategori kurang efisien 9 program kerja
persentase 90% ke atas . Kategori efisiensi terdiri dari 2 program persentase 80,00% 1
program 70,00% seperti yang di tunjukkan tabel di atas tersebut, hasil pengukuran
cukup efisien ini akibat dari biaya anggaran tidak sesuai dengan hasil yang diingikan
penghematan terjadi tetapi hanya sedikit program kerja yang efisien dan tidak
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memanfaatkan dana secara baik, suatu kinerja program di katakan efiesien
mendapatkan output  penggunaan sumber daya dan dana serendah – rendahnya.
Program kerja persentase 70,00% kategori efisien yaitu program perencanaan
prasarana wilayah dan sumber daya alam. Program ini bertujuan mengintegrasikan
optimalisasi pengendalian dan pemanfaatan potensi fisik alam, ruang, dan prasarana
publik, dengan alokasi anggaran Rp.586.450.500,- terealisasi sebesar
Rp.498.110.568,- (84,94%). Terjadi penghematan sebesar Rp.88.339.932. Anggaran
tersebut terdiri dari 5 (lima) kegiatan, yaitu :
1. Pemberdayaan Petani Pemakai Air dengan jumlah anggaran Rp.197.079.000
realisasi sebesar Rp.188.208.830,- (95,50%). Kegiatan  pemberdayaan petani
pemakai air dalam upaya pengelolaan irigasi di tingkat usaha tani menuju
petani pemakai air tingkat mandiri (efisiensi pemanfaatan air dan penyehatan
lingkungan) melalui peningkatan kondisi fisik prasarana, pengetahuan dan
keterampilannya.
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Penyehatan
Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.107.468.000.,- realisasi
sebesar Rp.88.078.000,- (81,96%). Kegiatan pemberdayaan pemakai air
melalui pelatihan manajemen penguatan kelembagaan tata kelola dan tata
guna air dan penyadaran publik dan penyehatan lingkungan berbasis
masyarakat.
3. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan kelembagaan P3A/GP3A  dengan
jumlah anggaran Rp.53.250.000,- terealisasi sebesar Rp.53.240.500,-
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(99,98%). Kegiatan pemberdayaan GP3A melalui pelatihan Penyadaran
Publik (Sosialisasi Dialogis dan Apresisasi) dan Penyusunan PSETK dengan
metode PPKDI pada 7 (tujuh) daerah irigasi.
4. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Lingkup Bidang Fisik dan Prasarana
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.203.653.500,- dan realisas sebesar
Rp.203.433.238,- (99,89%). Kegiatan koordinasi pelaksanaan program
Pamsimas III dan review rencana aksi daerah AMPL.
5. Fasilitasi Penguatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.800.000,-
(23,20%). Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya memfasilitasi berbagai
stakeholder dalam pelaksanaan program penguatan BKPRD di kab. Gowa.
Pengukuran kinerja dari efektifitas program kerja dikatakan cukup efektif
karena dari 13 program kerja, 11 program kerja kategori efektif sesuai target 1
program cukup efektif tetapi ada 1 program kerja kurang efektif karena masih ada
kegiatan dari program kerja tidak terlaksana. Dikatakan efektif apabila semua
program kerja serta kegiatan – kegiatan dari program kerja tersebut terlaksana sesuai
hasil atau target yang diinginkan.
Salah satu program yang kurang efektif yaitu: program perencanaan
pembangunan daerah, Program ini bertujuan meningkatkan sistem perencanaan yang
komprehensif antar semua unit kerja secara bottom up dan top down, dengan alokasi
anggaran Rp.1.270.979.150,- realisasi sebesar Rp.1.264.316.845,- (99,48%).
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Anggaran hanya terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan terlaksana dari 10 kegiatan program
tersebut:
1. Penyusunan Rancangan RPJMD dengan jumlah anggaran Rp.394.720.000,-
dan terealisasi sebesar Rp.391.956.600,- (99,30) Kegiatan ini dilaksanakan
untuk merencanakan penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan.
2. Penyusunan Rancangan RKPD  dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.58.668.500,- realisasi sebesar Rp.58.640.500,- (99,95%). Sisa Produk
kegiatan ini adalah Buku RKPD Kab. Gowa yang disusun dengan memuat
kesepakatan hasil musrenbang dan memperhatikan naskah RKP Nasional dan
RKPD Propinsi.
3. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.88.921.000,- realisasi sebesar Rp.86.535.339,- (97,32%). Kegiatan ini
meliputi rangkaian kegiatan musrenbang sebagai salah satu tahapan
perencanaan pembangunan untuk menyelaraskan prioritas dan sasaran
pembangunan serta arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2017.
4. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.71.625.000,- realisasi
sebesar Rp.71.557.100,- (99,90%). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2015 serta penyusunan laporan
sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan
tingkat pencapaian kinerja instansi pemerintah.
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5. Penyelenggaran Forum SKPD dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.40.742.100,- realisasi sebesar Rp.40.739.100,- (99,99%). Pelaksanaan
Forum SKPD ini menghasilkan kesepakatan tentang rancangan Renja SKPD
Tahun 2015 yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang telah
mengakomodir hasil musrenbang kecamatan dan hasil reses anggota DPRD,
baik yang pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, propinsi maupun
APBN/sumber pendanaan lainnya.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Berbasis Aplikasi dengan jumlah
anggaran sebesar Rp. 296.400.000,- realisasi sebesar Rp.296.080.000,-
(99,89%). Kegiatan ini berupa penerapan aplikasi sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah dan lokalatih bagi setiap admin dan
aparatur perencana di semua SKPD Kab. Gowa.
7. Penyelenggaraan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program DAK
dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.750.000,- realisasi sebesar
Rp.6.720.000,- (99,56%). Kegiatan ini meliputi koordinasi dan konsultasi
perencanaan dan pelaksanaan program DAK yang secara khusus digunakan
untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fisik daerah sesuai
prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan daerah di
Kab. Gowa.
8. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.40.538.950,- realisasi sebesar Rp.40.125.500,-
(98,98%). Kegiatan ini memfasilitasi pelaksanaan musrenbang di tingkat
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kecamatan dengan fasilitator yang berkompeten untuk memandu pembahasan
dan penyepakatan hasil musrenbang kecamatan sehingga menghasilkan nota
kesepakatan urutan prioritas kegiatan pembanguan di tingkat kecamatan yang
siap dibahas pada forum SKPD dan musrenbang kabupaten.
9. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Gowa
dengan jumlah anggaran sebesar Rp.247.613.600,- realisasi sebesar
Rp.246.985.706,- (99,75%). Kegiatan ini memfasilitasi penyusunan dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kab. Gowa sebagai
pedoman perencanaan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan
hidup.
10. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.25.000.000,- realisasi sebesar Rp.24.977.000,- (99,91%). Kegiatan ini
memfasilitasi pelaksanaan forum konsultasi publik pembahasan dan
penyepakatan hasil Rancangan Rencana Perencanaan Pembangunan Daerah
(RPJMD) tahun 2016 - 2021 guna penyempurnaan dokumen perencanaan
pembangunan lima tahunan kabupaten Gowa.
Dari pernyatan di atas sejalan pendapat informan Pak Emil sebagai kabid
pembiayaan pembangunan daerah mengungkapkan bahwa:
“ iya, secara umum dalam pelaksanaan program atau kegiatan kerja
pada Bappeda Kab. Gowa, masih terdapat berbagai permasalahan yang
mengakibatkan belum efektifnya pelaksanaan program kegiatan
misalnya to’ ketebatasan alokasi anggaran baru kegiatannya banyakki
itu mi biasa ada program tidak bisa mi di laksanakan walaupun itu
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sudah di efisienkan mi dana. Perlu juga peningkatan SDM yang
kompeten dan profeional karena masih sangat terbatas ki dalam
pengelolaan keuangan berlakunya akuntansi berbasis akrual.”
Dapat disimpulkan pernyataan di atas bahwa secara umum dalam pelaksanaan
program kerjanya belum efektif  masih terdapat permasalahan karena keterbatasan
alokasi anggaran sementara kebutuhan belanja sangat besar dan dukungan SDM
yang kompeten dan profesional masih sangat terbatas dalam pengelolaan keuangan
adanya pengimplementasian kebijakan akuntansi berbasis akrual.
c. Keterkaitan transparansi, akuntabilitas, dan konsep value for money dalam
pengelolaan akuntansi keuangan sektor publik.
Dalam pengelolaan keuangan daerah didasari oleh tiga prinsip yaitu
transparansi, akuntabilitas, value for money. transparansi bahwa setiap golongan
masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dalam proses anggaran dalam proses
pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi dapat mendukung kinerja
organisasi publik. Akuntabilitas terkait pertanggungjawaban anggaran dari mulai
perencanaan sampai pelaksanaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada semua pemangku kepentingan dan konsep value for money pengukuran
kinerja dalam proses pengganggaran dari sisi ekonomi semua kegiatan program kerja
dapat menekan biaya tidak terjadi pemborosan dana, sisi efisien penggunaan
anggaran dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal, dan sisi efektif penggunaan
anggaran harus sesuai visi misi mencapai target manfaatnya bisa dirasakan  sesuai
dengan tujuan kepentingan masyarakat. Keterkaitan antara transparansi, akuntabilitas,
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dan konsep value for money dalam proses penganggaran yaitu informan Pak Emil
sebagai kasubid pembiayan pembangunan bappeda mengungkapakan bahwa:
“Hmm (ragu–ragu) kalau sepengetahuan saya itu transparansi yaitu
keterbukaan informasi anggaran ta terbuka jie (penekanan bahasa
daerah) bisa di ketahui masyarakat juga. Kalau akuntabilitas yaitu
memang betul – betul melaporkan anggaran yang telah di keluarkan
terus dapatki juga pertanggungjawabkan ki nantinya ke masyarakat
konsep value money ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses
penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif
Value for money dan akuntabilitas yaitu suatu cara untuk mencapai tujuan
organisasi. Tujuan organisasi dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan yaitu
pelayanan publik Pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan
orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan tanpa adanya keluhan dari
masyarakat. Dengan adanya konsep value for money sangat berguna karena dengan
diterapkannya dapat mencegah terjadinya pemborosan dana publik sehingga dapat
meningkatkan kinerja serta kepercayaan masyarakat juga meningkat terhadap
kinerja pemerintah daerah.
Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana masyarakat yang
mendasarkan konsep VFM, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah
dan anggaran daerah yang berorientasi pada kinerja (performance budget). Anggaran
kinerja tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik pemerintah
daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi. menyarankan bahwa sistem
anggaran daerah sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
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1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah
(work better and cost less).
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas
secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (performance
oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap
organisasi yang terkait.
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya
untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip.
Hal ini harus di dukung dengan adanya anggaran dengan partipasi masyakarat
dan pengawasan.
Berikut pernyataan informan Pak Emil sebagai kasubid pembiayaan
pembagunan bappeda dengan mengemukakan bahwa :
“Hmm (penekanan kata artinya ragu–ragu) memang disini di butuhkan
partisipasi masyarakat sangat penting dalam perumusan perancangan
anggaran. masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Masyarakat tetap
mendampingi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran sampai
tahap akhir yaitu ikut mengevaluasi laporan realisasi dan
pertanggungjawaban anggaran telah dilaksanakan  dari media informasi
yang disediakan pemerintah daerah tetap mengadakan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan.”
Hal ini senada dengan Ibu Jusni sebagai bendahara pengeluaran bappeda
mengungkapkan bahwa :
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“Kalau disini to’ (itu) bentuk partipasi masyarakat itu melalui keluhan-
keluhan masyarakat kami dengar masalah–masalah apa saja yang di
hadapi masyarakat kami kumpulkan dan dituangkan melalui rapat
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.”
Dari pernyataan informan antara Pak Emil dan Ibu Jusni di atas dapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berguna dalam proses
pengganggaran karena dengan adanya partisipasi akan mudah dalam pengambilan
keputusan terkait anggaran dana publik dan adanya pegawasan langsung oleh
masyarakat sehingga dapat mencegah penyimpangan/kecurangan dalam proses
penganggaran.
Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih
besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah
yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for
money serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian,
suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut
memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kinerja pemerintah daerah dalam
mengelola keuangan daerahnya. Ukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan
anggaran berbasis kinerja dapat diukur menggunakan konsep value for money, yakni





Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa
perwujudan nilai – nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)  sudah baik, yaitu adanya
keterbukaan informasi dan adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam proses
penganggaran. Perwujudan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan
akuntansi yang sistem berbasis akrual telah di implementasikan dalam
meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta bentuk pertanggungjawaban
dalam program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang – undangan.
Penerapan konsep value for money dalam peningkatan kinerja Bappeda
dilihat dari program – program kerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran
kinerja sebagian besar program kegiatannya berjalan ekonomis dan hanya 1
program dengan kategori cukup ekonomis hasil yang diperoleh dikatakan
ekonomi karena sesuai target tidak terjadi pemborosan. pengukuran kinerja
cukup efiesien 1 program kerja hanya 3 program kerja yang efiesien sedangkan
10 program dalam kategori kurang efiesien ini akibat dari biaya anggaran tidak
sesuai dengan hasil yang diingikan penghematan terjadi tetapi hanya sedikit
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program kerja yang efisien dan tidak memanfaatkan dana secara baik, suatu
kinerja program di katakan efiesien mendapatkan output  penggunaan sumber
daya dan dana serendah – rendahnya.
Pengukuran kinerja dari efektifitas program kerja dikatakan cukup efektif
karena dari 13 program kerja. 11 program kerja kategori efektif sesuai target 1
program kerja kurang efektif tetapi ada 1 program kerja tidak efektif karena
masih ada kegiatan dari program kerja tidak terlaksana. Dikatakan efektif apabila
semua program kerja serta kegiatan – kegiatan dari program kerja tersebut
terlaksana sesuai hasil atau target yang diinginkan.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan, maka peneliti
menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang telah
ditemukan sebagai berikut : (1). Perwujudan transparansi dalam pengelolaan
keuangan masih di perlukan adanya bukan hanya melalui situs internet tetapi
media papan pengumuman informasi yang dapat di akses langsung oleh
masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses pengambilan
keputusan. (2). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan harus menyeluruh bagi
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya, melaporkan, mengungkapkan segala
aktifitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik.
(3). Masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staf bagian
keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Gowa akan sistem akuntansi pemerintahan berbasisakrual. Harus sering
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melakukan sosialisasi berupa seminar atau diskusi dengan aparat pemerintah,
serta dilakukan training atau pelatihan – pelatihan yang berkaitan dengan sistem
akuntansi berbasis akrual agar pengimplemensian dan pengoptimalan lebih efektif
dan efisien. (4). Dalam penilaian kinerja konsep value for money diharapkan
kesadaran staff/pegawai mampu  meningkatkan lagi kinerja secara ekonomi,
efesien dan efektif. (5). Adanya partisipasi masyarakat dalam proses
pengganggaran serta kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pendapat/ aspirasi
masyarakat dapat di dengar dalam proses pengambilan keputusan. (6). Dalam
proses pengelolaan keuangan berbasis akrual di butuhkan kemahiran oleh staf




Al-Qur’an dan Terjemahnya.2014. Jakarta: Departmen Agama RI.
Abdullah,Syukry. 2010. Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui
Akuntabilitas Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance 4(3) : 3-25.
Afiyanti, Yati. 2008. Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal
Keperawatan Indonesia. 12(2) : 137-141.
Aini, Nurul., Sabran, & Syahruddin.S. 2016. Akuntabilitas dan Transparansi
Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Kerta Buana Kecamatan Tenggarong
Seberang. Ejournal JEMI. 16(2) : 10-23.
Akhmad, Mujahidin. 2007 Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Wali hal: 14-15.
Annisa, Dian. 2011. Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar
Melalui Pendekatan Value For Money. Karya Ilmiah Tidak Dipublikasikan.
Universitas Hasanuddin Makassar.
Annisaningrum. 2010. Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan
Keuangan.(Online). (diakses 14 Juli 2016) tersedia di World Wide Web:
http://ovy19.wordpress.com.
Anggadini, Sri Dewi. 2012. Pengaruh Value For Money Terhadap Kualitas Pelayanan
Publik. Jurnal Riset Akuntansi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
Anugriani, Rezky Mulya. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan
Pengawasan terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value for Money pada
Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin, Makassar.
Ardhiarisca, Oryza. 2012. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good
Governance terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Jember). Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas
Jember, Jember.
Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. Good Governance Pengelolaan Keuangan
Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
Universitas Setia Budi Surakarta. Jurnal Riset Akuntansi. 1 (1) : 1-14.
Asrida. 2012. Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan
terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Jurnal Kebangsaan. 1(1) : 2-40.
98
Auditya, Lucy., Husaini, dan Lismawati. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah
Daerah. Jurnal Fairness. 3(1) : 21-41.
Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
Chariri, Anis. 2009. Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Paper
disajikan pada workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan kualitatif,
Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA): UNDIP Semarang.
Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi
Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan
Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah
disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas. Makasar.
CUI-ITB. 2004. Keterkaitan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pencapaian Good
Governance. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.15( 1) : 34-47.
De Asis, Maria Gonzales. 2006. Reducing Corruption at the Local Level. Washington
DC: World Bank Institute.
Hadyrianto, Pahala. 2012. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap
Pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara. Skripsi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta
Harun. 2009. Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia .
Jakarta: Salemba empat.
Jensen, M. C., and W. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior,
Agency Cost, and Ownership Structure. Journal Of Financial Economics 3:
305-360.
Kurniawan. 2009. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan. Skripsi UPI.
Jakarta.
Lembaga Administrasi Negara dan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
2000.Akuntabilitas dan Good Governance.Bogor.
Mairi, Rizani., Syamsiar Syamsuddin, & soesilo Zhauhar.2014. Performance
Accountability of Local Government (Case study on Presentation of
Performance Accountability Report and Budget Reports on Office of
Management of RegionalRevenue, Financial and Assets in Hulu Sungai
Selatan Regency).ISSN 2224 – 5731.4(8) 156-166.
99
Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2002, Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi,
Yogyakarta.
Mardiasmo. 2005.Akuntansi Sektor Publik. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
MelaluiAkuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. Jurnal
Akuntansi Pemerintahan. 2( 1) : 2-45.
Mahmudi . 2010.Manajemen Kinerja Sektor Publik.Edisi Kedua Yoyakarta :UUP
STIM YKPN.
Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. UII Press, Yogyakarta.
Muhammad Firdiansyah Adiwirya. 2015. Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran
Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar.
Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 11(2) : 1-16.
Nana Sudjana, 2009. Penilaian Hasil proses Belajar mengajar. Bandung: PT Remaja
Rosdakarya.
Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Pasaribu, FJ. 2011. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas
Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan SKPD. Tesis. Medan. Program Pasca Sarjana
Univ.Sumatera Utara.
Pertiwi, Debi putri. 2015. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan
Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi
Pemerintah jurnal kebangsaan .2 (2) : 1-15.
Rahum, Abu. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan
Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Ejournal
Ilmu pemerintahan. 3(4) : 1523-1636.
Shah, Anwar (Edited). 2007. Performance Accountability and Combating
Corruption. Washington DC: The World Bank.
Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka
Otonomi Daerah,, Mandar Maju, Bandung, 2003.
Subroto, Agus. 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan
Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo
100
Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Dipublikasikan. Tesis. Program studi
Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
Pratolo, Suryo. 2008. Transparansi Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
Daerah Dalam Hubungannya Dengan Perwujudan Keadilan Dan Kinerja
Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era
Otonomi Daerah. jurnal akuntansi 9(2) : 108-124.
Werimon, Simson., Imam Ghozali, & M. Nasir. 2007. Pengaruh Partisipasi
Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan
Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X
Makassar.Hal 2-23.
Wiranto, Tatang. 2012. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik.
(online). (diakses tanggal 26 juli 2017). Tersedia di World Wide Web:
http://www.depkominfo.go.id.
Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di
Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Skripsi. Program
studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
Wiranto, Tatang. 2012. Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan
Publik.(online). (diakses tanggal 16 Juli 2016). Tersedia di World Wide
Web:http://www.depkominfo.go.id.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
Penulis bernama lengkap Sayuti, lahir di Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Okrober 1995. Merupakan anak 
ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ribi dan Rumpang.  
Penulis menempuh pendidikan formal di SDN Puri Taman 
Sari dan lulus pada tahun 2007. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan 
pendidikan sekolah menengah pertama di SMPN 13 Makassar  dan lulus pada tahun 
2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan sekolah Kejuaruan  di SMKN 7 Makassar 
dan lulus pada tahun 2013. Alhamdulillah pada tahun yang sama penulis tercatat 
sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi. Dan lulus pada Tahun 2018. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
